LEMDARAN DAERAH

‘KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II SUKXOHARJO
Nomor 4 Tahun 1985 Seri B Nomor 4

PERATURAN DAGRAHN KABUDATEN DAERAH

TINGKAT II SUKOHARJO
WOiOR 47 TAHUN 1984
\
TENTANG '

BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG RETRIBUSI BAGI
P GRUSAEAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN

BUPATT
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KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJID

. behwa sehubungan Peraturon Pericrintah No-~

nor 65 Tehun 1971 tentang Zeruschr-on Peng

gilingan Padi, Huller dan Pcnyosohan Be =

ras yang telah diundangican dalar. Lenmbaran

Nosara Republik Indoncsia mahun 1971 No =

ror 85, untuk setiap peub rian Surat Ijin

nengusahaken perusahean pensslilingan padi,
huller dan penyosohan beras dipungut biaya
adninistrasi dan kepada sciicp peruschaan

dikenakan retribusi ;

bahwa atas dasar Peraturc: Penecrintah ter-
sebut, dipandang perlu untuk nenetapkan o
sarnya bicya adninistraci La.i pemberian
Surat Ijin Usaha serta udis retribusi pery
sphaan bagi pengpilingon padi, huller dan
penyosohan beras sebagal diiaksud Peratur=
an Pencrintah Nomor 65 Tah 1971 torsebut
dengan Poraturan Daorahe -

Undang=undang Nomor 5 Tahwn 1974 tentang
Pokok=pokolk Pencrintahan di Daerch ;

Undang-undang Nonor 13 Tohun 1950 tentang
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Penbentukan Daerah-daerah g

abupate
lon lingkungan Propinsi Jaw Y

& Tengay
3eUndong-undang Nomor 12/Drt 7
tentang Peraturan Retribuysi

dan

H
ahun 1955
Daarah ;7
4 .Peraturan Penerintah Nomor 65 Tehun
1971 tentong Perusahaan Penggilinga_n Pa
di, Huller dan Penyoschan Borag : =

5eSurat Keputusan Menteri Portanign tang.
gal 27 Juni 1980 Nomor 464/I{p.’cs/Um/6/1980
tentang Zerubahan Besarnys Uang Retribyg;
dan Biaya Adninistrasi Perusahaan Penggi .
lingen Padi, Huller dan Penyosohan Berzs,

“Dengan persetujuan Dewon Perwakilan Rakyat Daerah Kaly-
paten Daerah Tingkat I “ukcherjo

MELUTUSKAN :
Hlonetapken : PERATURAN D...'Al KADUPATEN DAERAN TTHC -
KAT II SUKC'4kJO TENTANG BIAYA ADHTHISTRA
SI DAN UANG [TRIDUSI PERUSAHAAN PANGOT -
- LINGA PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN DERAS

KETENTUAN UnUK
Pasal 1

Dalan Poratﬁrml Daerah ini yeng dinmeksud
dengan 3

Qe Pericrintagh Doerah ialah Pcmerintal} Ka=
bupaten Dacrah Tingkat II Sukoharjo j;

be Bupati Kepala Dacrah ialah Bupati Kepa
la Daerah Tingkat II Sukoharjo 3

Ce-Dinas Pendapatan ialah Dinas Pcndfxpg.:;jo:
o0 Kabupaton Dacrah Tingkat IT Suko
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de Inspektorat Wilayah Kabupiten 1alah Inspekto

. - r
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukgharjoé:
ce Bagian Hukum &'Criala ialal Bac-:ianfmdnmvdan Ox

ganisasl & Tatalaksana padd Sckretariat Wilayah
Pacrah Tingkat II Sukoharjo p /

£, Bagian Perckononian ialah Bagi "-uxnib‘;‘;ﬂi-”ﬁ-"’w
pada Sckretariat Wilayah Deorah: 315 "t~?? suk0 E
harjo § = - ey =

g« Pcrusghaan ialeah Perusahazn Pcnggilingan padi,
huller maupun penyosohan beres ff .. - - R

h, Penggilingan pedi izlch sotiap p rusahaan yang
digerakkan dengan tonoga nesin @ ~ditujukan
serta digunakan untuk nengerjake padi/gabah
nenjadi beras sosoh ; - .

ko R
. i, Huller ialah sctiap perusahaar yﬁng a;ggrnaggg;;wf;,
dengan tonaga nesin dan ditujukan sePia diguDa
kan untuk nengerjdkan padi/gebah ucnjodi beres
pccah kulit ; - :

j. Penyosohan beras ialeh sctiap perusahaan yang
digerakkan dengen itcnaga nesin den ditujuken -
sorta digunakan untuk mongerjcken beras pecah
xulit-menjadi beras sosoh j;

x, Surat Ijin Usaha ialah Pernyauvcan dari Bupati
Kecpala Dacrah yang penberikan hal untuk nengu=
schakan porusahcalle |

BAD II
SURAT IJIN USAHA
Pasal 2

(1) Sctiap pendirian Porusohaen diwajibkan untuk non=
perolch Surat Ijin Usaha dari Bupati Kepala Daerahe |

- (2) Tatacara permohonan Surat Ijin Uscha adalah scba=
gaimana yang diotur dalam Surat Koputusan Menteri
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Pertanian tanggal 5 »obruari 1972 Nomor 53, -
Kpts/Un/1972 tontons “ota Tertib Mengenai per
nohonan dan pembericn Surat Ijin Mengusahakan
Porusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Pe =
nyosohan Beras.

(3) Untuk menudahkan pengawasan kepada pengusaha yang
telah mondapatkan Ijin Usaha, diborikan salinan/
kutipan Surat Ijin Usaha dan kepadanya diwajibken

-menasang Papan nana yong bentuk tulisan scrta ukur:
an ditentukan olch Bupeati Kepala Daecrali.

(4) Papan nana sebagoinana dinaksud ayat (3) posal ind

dipcsang ditempat uscha yeng nudah diket :hui oleh
waur e |

(5) Surat Ijin Usaha berlaku untuk masa 5 (lima) tohun
den dapat diperpanjang dengan mengajukan permiohone
an kopada yang berwenange

BAD III
BIAYA ADUTNISTRASI DAN UaNG RETRIL
3USIT

| _ ~ Pasal 3 .

(1) Untuk sctiap pemlcrian Surat Ijin Usaha ko) 2da
yanz bersangkutan dikenakan penggantien biaya ad-
pninistrasi dan sctiap perusahaan dipungut uwang re
trisbusi.

(2) Besarnya penggantion biaya administrasi wntuk sc-
tiap penberian Surat Ijin Usaha adalah 1y.5.000,00
(lina ribu rupiah) untuk nasa 5 (lina) tahun,

(3) Bosarnya uang retribusi bagi setiap porusahaan
adalah [.500,00 {lima ratus rupial) perdaya kuda
nesin untuk sctiap tahiune

Pascal 4
(1) Binya adninistrasi secbagaimena dimaksud ayat {2)
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- pasal 3 Peraturan Dacrah ini, harus dibayar pada so=
tiap kali mengajukan surat permolhionan Ijin Usahae

(2) Uang Retribusi sebagainana tersebut ayat (3) pasal 3
Peraturan Dacrah ini,dibayar sotclah Surat Ijin Usaha
kcluar, dengan surat penagihan, '

(3) sebagai tanda bukti perluncsan biaya administrasi dan
uang retribusi diberikan tanda bukti pelunasgane

(4)_Ha51l poncrimaan bisya adninistrasi dan uang reiribus
si disetorkan selurulinya ke Kas Dacrah.

BAD IV
 PELAKSANAAH DAN PENGAWASAN
' Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pcraturan Daoran ini dlthbuSk&n kopada Ba=
gian Perekonomian dan Dinas Pendapaton. S :

(2) Pensawason ates pclgksanuan Percturan Deerah ini ddtu-
gaskan juga kepada Inspektorat Wilaych Kabupaten dan .
Bagian Hukw: dan Organisasi & Tateloksanae

(3) Untuk pclaksinaan dan penzawasan Peraturan Dacrah ini

diberikan bl”VQ operasional sebesar 5% (lima prosen)
dori hasil rpencrimaan yang disetor ke Kas Daerah,

{(4) Pengguncan biaya operasional sebaralmana dincksud a -
yat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Ke= -

pala Dacreh.
BAS ¥V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

Pclenggaran atas pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (3)
Poraturan Dacrah ini diancam pidana kurungan selana-lanas
nya 3(Tige) bulan atcu denda sctinggi-tingginya fpe 50.000,=

(lime puluh ribu rupiah).
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Pasal T °

Hal~hal yang belun diatur dalam Pcraturan Dacrah
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah sepanjang mengenal pclaksanaannyas

BAB VI

PENUTUTPF

~ Pasal 8
Peraturan Doerah ini nulai berlaku pada tangzal
diundangkane. . :
Lgar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya,ne
nerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabu
paten Dacrah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Septenber 1984
L_UAN PERVAKTLAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPATA DAERAH

KARUPATZN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO :
KETUA
BAMBLIIG SQEPARDJO" Drse. SUPRAPTO
Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernux Kepale Dacrah TK I
" Jawa Tengah Tgle31 = 1 = 1985 Noe 188.3/23/1985
: o Sckretaris Wilayah/Dacrah
B/ Kepeda Bixo Hulun

NAVAYWI,SH
NIP,500026890
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Dlundangkan

Dalam Lembaran Doerah Kabupaton Dacrah. Tlngkat II
Sulcoharjo Nomore 4 Bangbal 23 Maret 1985 Seri B
HNomox 4

Sckretaris Wilavah / Dac_ara.h

Drse PARARTO SD -

-~

N1z, 01 0019211
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